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BAB 1
KONSEP DASAR
ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. DEFINISI ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Analisis Kebijakan (Pendidikan) merupakan penerapan analisis dalam
bidang pendidikan untuk menjelaskan, menilai, dan menghasilkan
pemikiran (alternatif solusi) dalam rangka memecahkan masalah publik
sebagai bentuk proses pengambilan keputusan bidang pendidikan.

Analisis Kebijakan Pendidikan adalah suatu prosedur untuk
menghasilkan informasi data (masalah dibidang pendidikan) untuk
merumuskan beberapa alternatif  kebijakan dalam  pengambilan
keputusan dan memecahkan masalah pendidikan. Bentuk kegiatannya
bisa berupa pengumpulan, pengolahan dan pendayagunaan data dalam
bidang pendidikan untuk masukan yang penting bagi pengambil kebijakan.

Bagian ini menjelaskan beberapa kata kunci (keyword), untuk
memberikan pemahaman kita lebih komprehensif dan holistik tentang
analisis kebijakan pendidikan, antara lain kebijakan (policy), kebijakan
pendidikan, analisis kebijakan, sampai pada konsepsi analisis kebijakan
pendidikan.

1) Kebijakan (Policy)

Kebijakan (policy): aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti
tanpa pandang bulu, mengingat kepada siapapun yang dimaksud untuk di
ikat oleh kebijaksanaan tersebut. Menurut Anderson kebijakan diartikan
sebagai suatu arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh
pelaku kebijakan dalam didalam mengatasi suatu masalah atau urusan-
urusan yang bersangkutan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai



BAB 2
ISU DAN MASALAH DALAM
ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. HAKIKAT ISU DAN MASALAH DALAM KONTEKS ANALISIS

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Definisi isu dalam kamus Merriam Webster Online (2018), bahwa Issue
berarti something that people are talking about, thingking about an
important topic or subject. Oxford Dictionary menegaskan juga Issue an
important topic or problem for debate or discussion. Isu itu, terkait dengan
perbincangan atau perdebatan yang menimbulkan kontroversi, artinya
ada pihak-pihak yang pro dan kontra ada yang mendukung dan ada yang
tidak mendukung. Hal senada dijelaskan bahwa “Issue” merupakan suatu
pertanyaan tentang fakta, realitas, nilai atau kebijakan yang dapat
didiskursuskan issue sebagai a contestable question of fact, value or policy
(Nelson and Heath 1986).

Namun pada prinsipnya isu itu, jika dibiarkan tentu akan memiliki efek
yang signifikan pada fungsi dan kinerja organisasi termasuk pada target
organisasi di masa mendatang. Jadi isu pendidikan jika tidak dimanaj
dengan baik berpotensi menimbulkan masalah, baik secara internal
maupun dalam kaitan lintas sektoral, sesuai dengan tingkatannya, yaitu 1)
isu utama, masalah yang dihadapi besar, berada pada level tertinggi yakni
pemerintahan pusat, 2) isu sekunder, dihadapi oleh tingkat pemerintahan
daerah berkaitan dengan penentuan prioritas program, kelompok sasaran,
dan pihak yang memperoleh keuntungan dari program tersebut 3) isu
fungsional, dihadapi dalam tataran fungsi kelembagaan, misalnya
anggaran proyek pengadaan, infrastruktur masing-masing lembaga, 4) isu
minor, sering ditemukan dalam tingkatan kegiatan khusus.



BAB 3
PERUMUSAN MASALAH
ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. HAKIKAT DAN TANTANGAN PERUMUSAN MASALAH

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Ada dua hal yang ingin dielaborasi dalam analisis kebijakan pendidikan
terkait kaitannya dengan upaya perumusan (formulasi), antara lain, 1)
perumusan masalah kebijakan pendidikan, 2) perumusan kebijakan
pendidikan. Perumusan masalah merupakan bagian dari tahapan analisis
kebijakan (Willian N. Dunn, 2004). Perumusan masalah identik dengan
mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan berbagai informasi
mengenai kondisi-kondisi aktual yang menimbulkan masalah kebijakan.
Perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap
suatu persoalan publik, termasuk dalam bidang pendidikan yang
memerlukan perhatian pemerintah yaitu dengan melakukan eksplorasi
berbagai alternatif dari masalah pendidikan yang menjadi perhatian publik.

Perumusan masalah kebijakan di bidang pendidikan dengan
mengajukan seperangkat tindakan yang lebih baik, dipilih sebagai usaha
untuk mencapai kesepakatan, consensus, kompromi, dan otorisasi
pengaturan, arahan dan tindakan kolektif yang bisa diterima bersama.
Perumusan masalah kebijakan pendidikan menghasilkan dan menguji
konseptualisasi alternatif atas suatu kondisi masalah pendidikan (Fattah
Nanang, 2013). Sedangkan perumusan kebijakan atau penyusunan
alternatif kebijakan pendidikan juga dipandang proses perencanaan
analisis kebijakan pendidikan (Quade, 1984).



BAB 4
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Memahami pengertian implementasi kebijakan merupakan bagian
dalam upaya memahami kebijakan secara komprehensif. Pada gilirannya,
pemahaman itu menggiring pada pemahaman mengenai implementasi
kebijakan dalam bidang pendidikan. Bahkan, implementasi kebijakan
pendidikan seringkali berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan
dengan proses perumusannya.

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya
dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan
tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to
implement (mengimplementasikan) berartito provide themeans for
carryingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give
practical effect (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).
Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan
sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan
menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Wahab, 2008).
Wibawa (1994) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan
bentuk pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar.
Biasanya tertuang dalam suatu undang-undang. Namun juga dapat
berbentuk instruksi-instruksi yang penting atau keputusan perundang-
undangan. ldealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-
masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai



BAB 5
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. KONSEPSI EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Evaluasi kebijakan pendidikan adalah upaya yang bertujuan untuk
memastikan apakah kebijakan pendidikan tertentu mematubhi kriteria yang
ditetapkan dan memiliki dampak yang diinginkan pada audiens target.
Proses evaluasi ini dilakukan melalui penerapan analisis kebijakan, dalam
rangka menentukan kemanjuran kebijakan pendidikan dan potensinya
untuk keberhasilan implementasi. Dengan mengevaluasi kebijakan
pendidikan, seseorang dapat mengidentifikasi keterbatasan dan
kelebihannya dalam praktiknya.

Kegiatan evaluasi mewakili puncak dari proses pembuatan kebijakan,
menawarkan wawasan berharga untuk lebih menyempurnakan kebijakan
pendidikan. Biasanya, evaluasi kebijakan pendidikan adalah proses
berurutan yang berfungsi sebagai tahap akhir dalam analisis kebijakan
tersebut (Winarno, 2008).

Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa evaluasi kebijakan
pendidikan belum tentu merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan,
karena juga dapat dilakukan selama tahap analisis, terutama ketika
kebijakan gagal memenuhi harapan yang diinginkan atau gagal mencapai
hasil yang diinginkan.

Untuk memastikan penilaian kebijakan pendidikan yang komprehensif,
menjadi penting untuk menyajikan banyak pembenaran logis. Ini termasuk:
a) membedakan kelayakan penerapan kebijakan yang dirancang selama
perumusannya, b) mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan
pendidikan yang dirumuskan, c) menetapkan korelasi antara pro dan
kontra perumusan kebijakan dengan faktor kontekstual dan tidak langsung
yang mempengaruhi pengambilan keputusan, d) menentukan sejauh



BAB 6
SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Sosialisasi adalah penyampaian informasi secara terbuka berupa
(peraturan, program, keputusan) dari satu pihak (pemilik program) ke
pihak lain (masyarakat luas) dan proses pemberdayaan, dimana
diharapkan dapat menumbuhkan perubahan sikap, perilaku masyarakat
dan menumbuhkan kesadaran kritis. Sosialisasi juga dapat diartikan
sebagai suatu proses penyampaian nilai-nilai dengan berbagai macam dan
sedemikian rupa hingga cara sehingga terbentuk individu yang utuh.

Proses interaksi sosial yang terbangun dengan beberapa orang guna
memperoleh knowledge, attitude, value dan essential behavior untuk
keikutsertaan (partisipasi) yang efektif di masyarakat. Sedangkan
kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal
organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan
untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Jadi dapat
disimpulkan sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme
penyampaian informasi suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh aktor
atau dengan kemufakatan group pembuat kebijakan sebagai upaya dalam
menyelesaikan satu persoalan atau suatu masalah dalam bidang
pendidikan.

B. TUJUAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan pada umum adalah
mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu
menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan
pemerintah, masyarakat umum mengetahui dan memahami
perkembangan implementasi kebijakan dan program pemerintah sebagai



BAB 7
PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. KONSEP PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN (EDUCATION

POLICY RESEARCH)

Danim (2005) memberikan pemahaman tentang penelitian kebijakan
dengan membedakannya dengan penelitian tradisional. Menurutnya ada
dua macam penelitian, yaitu penelitian tradisional (traditional research)
dan penelitian kebijakan (policy research). Penelitian tradisional dalam
konteks ini bukan dalam kapasitas untuk dibandingkan dengan penelitian
kebijakan sebagai penelitian modern, tetapi lebih karena sifat khasnya saja.
Sifat khas penelitian kebijakan itu sendiri terletak pada fokus masalahnya,
dimana aplikasi kerja penelitian ini untuk keperluan pembuatan kebijakan.

Ann Majchrzak seperti dikutip Danim (2005) mendefinisikan penelitian
kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung
kebijakan atau analisis terhadap masalah sosial yang bersifat fundamental
secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan
masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada
tindakan atau tingkah laku pragmatik. Rekomendasi yang berorientasi
pada tindakan atau tingkah laku pragmatik merujuk pada hasil penelitian,
dimana yang perlu dihasilkan dalam penelitian kebijakan bukan terletak
pada sampai mana bobot ilmiah sebuah hasil penelitian, namun sampai
mana hasil penelitian memiliki aplikabilitas dalam rangka memecahkan
masalah sosial.

Pemahaman tentang penelitian kebijakan sering dikacaukan dengan
analisis kebijakan. Nugroho (2009) membedakan analisis kebijakan
menjadi dua, yaitu analisis untuk kebijakan dan analisis tentang kebijakan.
Analisis tentang kebijakan sejajar atau dapat dipahami sebagai sinonim
dari penelitian kebijakan, yaitu suatu penelitian tentang suatu kebijakan



BAB 8
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
GURU DI SEKOLAH DASAR

(Studi Kasus Kebijakan Pendidikan Pada Guru di
Sekolah Dasar di seKecamatan Silaean Toba Sumatera Utara)

A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN GURU SEKOLAH DASAR

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana

program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (pihak terkait)

sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Khoirul
Syani et al., 2018).

Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu

tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu:

a.

Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang
terjadi  untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang
berkepentingan, menciptakan intensif atas prilaku pihak yang
mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama
Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukanlah hal
yang bersifat tunggal maupun terisolir (Maimun, 2007).

Artinya bahwa kebijakan merupakan suat hal yang di hasilkan oleh
pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang
didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat

yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan

usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan juga sebagai



BAB 9
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH

A. PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR OTONOMI DAERAH

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti
sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Menurut
Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal
adalah the legal self sufficiency of social body and its actual independence.
Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni legal self sufficiency dan actual
independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan,
otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under
one’s own laws. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal
self sufficiency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh
own laws. Karena itu, otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada
kondisi.

Koesoemahatmadja sebagaimana dikutip | Nyoman S berpendapat
bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain
mengandung arti perundangan (regeling), juga mengandung arti
pemerintahan (bestuur). Namun demikian, walaupun otonomi ini sebagai
self goverment, self sufficiency dan actual independence, keotonomian
tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang
pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah.

Otonomi, menurut Manan sebagaimana yang dikutip Sondang P.S
mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan
(rumah tangganya) sendiri. Kemandirian, menurut Syafrudin, sebagaimana
yang dikutip | Nyoman S bukan berarti kesendirian, bukan pula sendiri-
sendiri karena tetap bhinneka tunggal ika, melainkan untuk memecahkan



BAB 10
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENDIDIKAN

A. PENGANTAR

Seperti diketahui bahwa United Nation’s Development Program (UNDP)
pada tahun 2004 ini menempatkan Human Development Index (HDI)
Indonesia pada urutan 111 dari 175 negara. Bahkan dibandingkan dengan
negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Philipina, posisi Indonesia
berada di bawah mereka. Tiga komponen peningkatan HDI yakni indeks
kesehatan, indeks perekonomian, dan indeks pendidikan.

Kondisi di atas terkait dengan adanya tuntutan pengembangan
sumber daya manusia yang terus menerus meningkat dari waktu ke waktu.
Standar mutu baik dari jenis karya, kualitas jasa, dan produk, serta layanan
mengalami dinamisasi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan dan
kepuasan hidup manusia yang terus meningkat pula. Ini artinya bahwa
layanan pendidikan kita haruslah mampu mengikuti perubahan yang
terjadi. Hal lain yang menjadi pertimbangan penulisan judul ini adalah
belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta
mengembangkan kualitas pendidikan di tanah air ini. Tanggung jawab
pengembangan pendidikan anak atau generasi bangsa yaitu berada pada
orang tua, masyarakat, dan negara. Partisipasi masyarakat di sini tercakup
di dalamnya peran orangtua dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya
di luar sekolah atau lembaga pendidikan.

Peran dominan orang tua terutama pada saat anak-anak mereka
berada dalam masa pertumbuhan hingga menjadi orang dewasa. Pada
masa pertumbuhan orang tua harus memenuhi kebutuhan pokok demi
menjamin perkembangan yang sehat dan baik. Menurut Russell (1993)



BAB 11
PROSES DALAM
PEMBUATAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Ahmad Choirul Rofiq (2009:1) menyampaikan kebijakan (policy) secara
etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis yang
artinya kota (city). Selanjutnya, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari
semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan
mereka. Riant Nugroho (2008:35-36) mengatakan bahwa kebijakan
pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan
pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang
mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya
tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan
pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks
kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka
kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan
pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk
mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu
dari tujuan bangsa secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh
Mark Olsen dalam Riant Nugroho (2008:36), kebijakan pendidikan
merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara
dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu
mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen
utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi
yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.
Margaret E. Goertz (Riant Nugroho, 2008:37) mengemukakan bahwa
kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran
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mendalam mengenai dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia dan

peranannya dalam membentuk kualitas pendidikan. Dalam buku ini,
penulis mengupas berbagai kebijakan pendidikan yang telah diterapkan di
berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, serta dampak-
dampak yang ditimbulkan terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.
Diawali dengan pembahasan mengenai landasan filosofis dan teoritis
pendidikan, buku ini mengajak pembaca untuk memahami tujuan utama dari
kebijakan pendidikan, yaitu menciptakan generasi yang cerdas, kompetitif,
dan berakhlak mulia. Buku ini juga menganalisis berbagai kebijakan yang
pernah diimplementasikan, mulai dari Kurikulum 2013 (K13), Ujian Nasional
(UN), hingga penerapan teknologi dalam pembelajaran, serta kebijakan-
kebijakan terbaru yang muncul sebagai respons terhadap tantangan
pendidikan abad 21. Melalui pendekatan interdisipliner, penulis menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan
pendidikan, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, serta sistem pemerintahan
yang ada. Buku ini juga memberikan studi kasus yang mendalam mengenai
keberagaman kebijakan pendidikan di berbagai daerah dan dampaknya
terhadap kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia.

Selain itu, buku ini tidak hanya mengkritisi kebijakan yang ada, tetapi juga
memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan pendidikan di
masa depan. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas guru,
pemerataan fasilitas pendidikan, dan peran aktif masyarakat dalam proses
pendidikan. Dengan gaya bahasa yang lugas dan mudah dipahami, Analisis
Kebijakan Pendidikan tidak hanya ditujukan bagi akademisi atau prakiisi
pendidikan, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan, pemerhati pendidikan,
serta masyarakat umum yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di
Indonesia. Buku ini menjadi sumber yang berguna bagi mereka yang ingin
memahami lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam memperbaiki
kebijakan pendidikan di tanah air.

Buku Analisis Kebijakan Pendidikan menawarkan sebuah kajian
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